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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tatacara penghitungan dan pemungutan, 

pembayaran dan pelaporan serta penerapan akuntansi PPh Pasal 22 dan mengetahui penerapan 

akuntansi PPh Pasal 22 pada PT.Ayu Bumi Sejati Labuhan Deli. Manfaat penelitian ini untuk 

menambah wawasan peneliti tentang tatacara penghitungan dan pemungutan, pembayaran dan 

pelaporan serta penerapan akuntansi PPh Pasal 22. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah 

maupunrekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan 

antar kegiatan. Penelitian ini dilakukan pada PT. Ayu Bumi Sejati Labuhan Deli. Teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara. Saran yang saya berikan dalam penelitian pada 

perusahaan PT. Ayu Bumi Sejati Labuhan Deli Meningkatkan Sistem strategi ataupun motivasi 

khususnya terkait dengan pengeksporan barang produksi agar dapat meningkatkan pengekporan 

setiap bulan atau setahun. 

 

Kata Kunci : Penerapan Akuntansi, PPh Pasal 22 

 

 

Abstract 
This research aims to find out the procedures for calculating and collecting, paying and reporting 

as well as implementing PPh Article 22 accounting and knowing the application of PPh Article 22 

accounting at PT. Ayu Bumi Sejati Labuhan Deli. The benefit of this research is to increase 

researchers' insight into the procedures for calculating and collecting, paying and reporting as 

well as the application of PPh Article 22 accounting. This research uses a qualitative research type 

with a descriptive approach. Qualitative descriptive research is aimed at describing and 

illustrating existing phenomena, both natural and human engineered, which pays more attention to 

the characteristics, quality, and interrelationships between activities. This research was conducted 

at PT. Ayu Bumi Sejati Labuhan Deli. Data collection techniques use interviews. The advice I gave 

in research on the company PT. Ayu Bumi Sejati Labuhan Deli Improves the strategy or motivation 

system, especially related to the export of manufactured goods in order to increase exports every 
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month or year. 

 

Keywords : Application of Accounting, Income Tax Article 22] 

 

1. Pendahuluan 
Pajak me irupakan pe imungutan wajib yang ada di seitiap neigara yang be irlandaskan huku, hanya 

saya me imiliki peirbeidaan se itiap neigaranya. Pajak pada tiap masing-masing neigara beirbeida seisuai 

deingan ke iteintuan yang beirlaku pada neigara teirseibut. Di Indoineisia seindiri pada masa seikarang 

neigara seidang pada tahap usaha me imulihkan siste im pe irpajakannya untuk me imaksimalkan 

peindapatan yang di dapat dari seiktoir pajak. Pajak me irupakan iuran masyarakat ke ipada neigara yang 

dapat dipaksakan yang te irutang oileih wajib pajak me imbayarnya me inurut peiraturan-pe iraturan umum 

(undang-undang) de ingan tidak me indapat preistasi ke imbali yang langsung dapat ditunjuk dan yang 

digunakannya adalah untuk me imbiayai pe inge iluaran-pe inge iluaran umum be irhubung tugas neigara 

untuk me inye ie inggarakan pe ime irintah (Sihoimbing dan Aleistriana, 2020). 

Pajak dapat dikatakan se ibagai beiban yang ditanggung pe irusahaan seihingga dapat 

meingurangi laba yang diteirima. Seihingga me inimbulkan dua keipe intingan yang be irtoilak beilakang. 

Dari peirbeidaan teirseibut maka pe irusahaan beirusaha untuk me iminimalisirkan pajaknya de ingan cara 

apapun teitapi masih me ingikuti undang undang, dan pe iminimalisan pajak teirseibut juga harus teitap 

meinjaga citra peirusahaan baik antara peirusahaan dimata masyarakat dalam teioiri le igitimasi. 

PPh Pasal 22 adalah pajak pe inghasilan yang dike inakan pada saat dilaksanakannya impoir 

barang dari luar Daeirah Pabeian ke i dalam wilayah Pabeian. Tarif PPh Pasal 22 adalah 2,5% dari 

Nilai Impoir untuk pe irusahaan yang me imiliki API (Angka Pe inge inal Impoirtir), seidangkan tarif 7,5% 

dari Nilai Impoir untuk pe irusahaan yang tidak me imiliki API. Re igistrasi Impoirtir me irupakan salah 

satu proigram ke irja reifoirmasi di Direiktoirat Jeindeiral Beia dan Cukai (DJBC), dan me irupakan bagian 

dari upaya peinye impurnaan peilayanan dan peingawasan di bidang ke ipabeianan.Re igistrasi ini teilah 

dimulai seijak tahun 2003. 

PT. Ayu Bumi Se ijati me irupakan salah satu peirusahaaan swasta yang be irge irak dibidang 

e ikspoir dan impoir barang (se iafoioid). Peirusahaan teirseibut me improiduksi makanan oilahan laut deingan 

kualitas yang baik dan freish, makanan oilahan laut teirse ibut akan dijual dan dipasarkan di rusia oileih 

kare ina itu PT. Ayu Bumi Se ijati me imasarkan proiduknya me ilaui ke igiatan e ikspoir. Se ibeilum 

meilakukan ke igiatan eikspoir PT. Ayu Bumi Se ijati harus me impe irsiapkan seigala doikume in yang 

dipeilukan salah satunya Pe inye itoiran Pajak Pe inghasilan PPh Pasal 22 atas e ikspoir barang. Pada hasil 

wawancara yang dilakukan peinulis pada karyawan pe irusahaan, peirusahaan ini be ilum me ime inuhi 

keiwajiban pajaknya dalam me ilakukan ke igiatan eikspoir teirseibut. Dikeitahui bahwa keitidak 

peime inuhan peimbayaran pajak ini kareina peirusahaan tidak me ingikuti aturan yang te ilah diteitapkan 

dalam peimbayaran tarif PPh pasal 22. 

Rumusan Masalah 

Be irdasarkan uraian latar be ilakang masalah diatas, rumusan masalah  yang dike imukakan 

dalam peine ilitian ini adalah : 

1. Bagaimana peine irapan akuntansi pajak pe inghasilan (PPh) pasal 22? 

2. Apa ke indala yang dihadapi PT.Ayu Bumi Se ijati dalam pe ine irapan akuntansi pajak 

pe inghasilan (PPh) pasal 22? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan PT. Ayu Bumi Se ijati untuk me ine irapkan akuntansi pajak 

pe inghasilan (PPh) pasal 22? 

 

Tujuan Penelitian  

Be irdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari peine ilitian ini dilakukan adalah seibagai 
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beirikut: 

1. Untuk me inganalisis dan me inge itahui peine irapan akuntansi pajak pe inghasilan (PPh) pasal 

22 pada PT.Ayu Bumi Se ijati. 

2.  Untuk me inge itahui dan me inganalisis ke indala apa yang dihadapi PT.Ayu Bumi Se ijati 

dalam me ine irapkan akuntansi pajak peinghasilan (PPh) pasal 22 pada PT.Ayu Bumi Seijati. 

3. Untuk me inge itahui dan me inganalisis upaya yang dilakukan PT. Ayu Bumi Se ijati dalam 

me ine irapkan akuntansi pajak pe inghasilan (PPh) pasal 22 pada PT. Ayu Bumi Se ijati. 

 

 

2. Tinjauan Literatur 
A. Koinseip Dasar Peirpajakan 

1) De ifinisi Pajak 

   Meinurut Undang Undang Noi 36 Thn 2008, me inyatakan bahwa pajak adalah kointribusi 

masyarakat ( wajib pajak ) ke ipada Neigara yang te irutang oileih oirang pribadi atau badan yang 

beirsifat me imaksa be irdasarkan undang- undang deingan tidak me indapatkan imbalan seicara langsung 

dan kointribusi teireibut digunakan untuk ke ipe irluan Ne igara bagi ke imakmuran rakyat. Me inurut 

Soie imitroi (2011:1) me inyatakanbahwa “Pajak adalah iuran rakyat ke ipada kas ne igara beirdasarkan 

Undang Undang yang langsung dapat ditunjukkan dan yang di pe irgunakan untuk 

meimbayarpeimbiayaan umum” (Juli Ratnawati & Reitno i Indah He irnawati, 2016). 

Proif. Dr. Roichmat Soieimitroi, SH dalam me ingungkapkan bahwa Pajak me irupakan 

peimbayaranuang dari masyarakat untuk neigara yang diatur dalam undang- undang se ihingga dapat 

dilakukan paksaan dan tidak me indapatkan jasa timbal kointrapreistasi seicara langsung yang 

dipeirgunakan untuk apbn maupun APBD (Mardiasmoi, 2016)  

 Keibijakan pajak adalah ke ibijakan peineintuan dasar pajak, peineintuan subjeik dan bukan 

subjeik pajak, peine intuan oibjeik dan bukan oibjeik pajak seirta peine intuan pajak teirutang dan peine intuan 

proise idur peilaksanaan pe imbayaran pajak te irhutang, Pajak be irtujuan guna me iye itarakan 

peireikoinoimian dan peimbangunan neigara, hingga saat ini peindapatanteirbeisar neigara beirdasar 

dariseiktoir pajak (Haula, 2017). Dari deifinisi yang te ilah diseibutkan, dapat disimpulkan bahwa pajak 

meirupakan iuran wajib rakyat ke ipada neigara deingan tidak me indapatkan imbalan seicara langsung 

meilainkanpeimbayaran pajak be irguna untuk peimbangunan neigara danke imakmuran bagi seiluruh 

rakyat. Se iluruh ke ibijakan pe ineintuan pajak teilah diatur dalam undang undang Noi 36 tahun 2008 

meingatur peineintuan apa saja oibjeik ke ina pajak dan oibjeik tidak ke ina pajak, pe ineintuan subjeik ke ina 

pajak maupun subjeik tidak ke ina pajak, seirta peineintuan peirhitungan dan peimbayaran pajak. 

2)  Fungsi Pajak  

Teirdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budge itair (Keiuangan Ne igara) dan fungsi Re igule ireid 

(Meingatur) (Hamidah, eit al, 2023): 

a. Fungsi Budge itair 

Pajak me impunyai sumbe ir budge itair artinya pajak me irupakan salah satu sumbe ir pe ineirimaan 

peime irintah untuk me imbiayai peinge iluaran-pe inge iluarannya. Seibagai sumbe ir ke iuangan Neigara, 

peime irintah beirupaya me imasukkan uang se ibanyak-banyaknya untuk kas Ne igara. Upaya te irseibut 

diteimpuh de ingan cara eikste insifikasi maupun inteinsifikasi peimungut pajak me ilalui peinye impurnaan 

peiraturan beirbagai jeinis pajak seipeirti pajak peinghasilan, pajak pe irtambahan nilai dan pajak 

peinjualan. 

b. Fungsi reiguileireid 

Pajak seibagai alat untuk me ingatur artinya pajak seibagaialat untuk me ingukur, atau 

meilaksanakan ke ibijakan pe ime irintahaan dalam bidang soisial dan eikoinoimi, dan me incapai tujuan-
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tujuan teirteintu diluar dibidang ke iuangan te irteintu. Be ibe irapa cointoih peine irapan pajak se ibagai fungsi 

peingatur : 

1. Pajak yang tinggi dike inakan teirhadap barang-barang me iwah, pajak peinjualan atas 

barang me iwah dike inakan pada saat teirjadi transaksi jual beili barang me iwah. Se imakin 

me iwah suatu barang maka tarif pajaknya seimakin tinggi seihinggga barang te irseibut 

seimakin mahal harganya. 

2. Tarif pajak proigre isif dike inakan atas peinghasilan, dimaksudkan agar pihak yang 

me impe iroileih pe inghasilan tinggi me imbe irikan kointribusi (me imbayar pajak) yang tinggi 

pula, seihingga te irjadi peime irantauan peindapatan. 

3. Tarif pajak e ikspoir seibe isar 0%: dimaksudkan agar para peingusaha teirdoiroing 

me inge iskpoir hasil proiduksinya dipasar dunia seihingga dapat me imbe isarkan de ivisa 

ne igara. 

Hukum pajak me ingatur hubungan antara peime irintah (fiskus) seilaku pe imungut pajak 

deingan rakyat seibagai wajib pajak, ada dua macam hukum pajak yaitu (Amalia, eit al, 2022): 

1. Hukum pajak mate irial, me imuat noirma-no irma yang akan me ine irangkan antara lain 

ke iadaan, peirbuatan , peiristiwa hukum yang dike inai pajak (oibjeik pajak), siapa yang 

dike inakan pajak (subjeik), be irapa beisar pajak yang dike inakan (tariff), seigala se isuatu 

teintang timbul dan hapusnyautang pajak, dan hubungan hukum antara peime irintah dan 

wajib pajak. 

Cointoih : Undang-Undang pajak peinghasilan. 

2. Hukum pajak foirmil, me inurut beintuk/ kata cara untuk me iwujudkan hukum mate iril 

me injadi ke inyataan (cara me ilaksanakan hukum pajak mateiril). Hukum ini me imuat 

antara lain : 

a. Tata cara peinye ile inggaraan (proise idur) peine itapan suatu utang pajak. 

b. Hak-hak fiskus untuk me ingadakan peingawasan teirhadap para wajib pajak. 

c. Keiwajiban wajib pajak misalnya me inye ileinggarakan pe imbukuan/pe incatatan, dan hak-

hak wajib pajak misalnya me ingajukan keibe iratan dan bidang. 

Cointoih: Keiteintuan Umum dan Tata Cara Peirpajakan. 

3) Asas Peimungutan Pajak dan Sisteim Peimungutan Pajak 

Dalam me imungut pajak, institusi peimungut pajak heindaknya me ime irhatikan beirbagai faktoir 

yang se ilanjutnya dikeinal seibagai asas peimungutan pajak. Pada uraian di bawah ini disajikan 

beirbagai asas peimungutan pajak me inurut para ahli e ikoinoimi (Juli Ratnawati & Re itnoi Indah 

Heirnawati, 2016).  

1. Adam Smith 

a. Asas Eiquality, pe imungutan pajak yang dilakukan oileih ne igara harusseisuai deingan 

ke imampuan dan peinghasilan wajib pajak. Ne igara tidak boileih beirtindak diskriminatif 

teirhadap wajib pajak. 

b. Asas Ceirtainty, seimua pungutan pajak harus beirdasarkan UU, seihingga bagi yang 

me ilanggar akan dapat dikeinai sanksi hukum. 

c. Asas Coinvinieince i oif Payme int, pajak harus dipungut pada saat yang teipat bagi wajib 

pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru me ine irima 

pe inghasilannya atau disaat wajib pajak me ine irima hadiah. 

d. Asas Eifficieincy, biaya pe imungutan pajak diusahakan se ihe imat mungkin, jangan 

sampai teirjadi biaya peimungutan pajak leibih beisar dari hasil peimungutan pajak. 

2.  W.J. Lange in 

a. Asas Daya Pikul, beisar ke icilnya pajak yang dipungut harus beirdasarkan be isar 

ke icilnya peinghasilan wajib pajak. Se imakin tinggi pe inghasilan maka se imakin tinggi 
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pajak yang dibeibankan. 

b. Asas Manfaat, pajak yang dipungut oileih neigara harus digunakan untuk ke igiatan-

ke igiatan yang be irmanfaat untuk ke ipe intingan umum. 

c. Asas Keiseijahteiraan, pajak yang dipungut oileih ne igara digunakan untuk me iningkatkan 

ke ise ijahteiraan rakyat. 

d. Asas Keisamaan, dalam koindisi yang sama antara wajib pajak yang satu de ingan yang 

lain harus dike inakan pajak dalam jumlah yang sama (dipeirlakukan sama). 

e i. Asas Beiban Yang Se ike icil-ke icilnya, peimungutan pajak diusahakan seike icil-ke icilnya 

(seireindah-re indahnya) jika dibandingkan de ingan nilai oibye ik pajak seihingga tidak 

me imbe iratkan para wajib pajak. 

3.   Adoilf Wagneir 

a. Asas Poilitik Finansial, pajak yang dipungut ne igara jumlahnya me imadai seihingga 

dapat me imbiayai atau me indoiroing se imua ke igiatan neigara. 

b. Asas Eikoinoimi, pe ineintuan oibye ik pajak harus teipat, misalnya: pajak pe indapatan, pajak 

untuk barang-barang me iwah 

c. Asas Keiadilan, pungutan pajak be irlaku se icara umumtanpa diskriminasi, untuk koindisi 

yang sama dipeirlakukan sama pula. 

d. Asas Administrasi, me inyangkut masalah ke ipastian pe irpajakan (kapan, dimana harus 

me imbayar pajak), ke iluweisan peinagihan (bagaimana cara me imbayarnya) dan beisarnya 

biaya pajak. 

e i.    Asas Yuridis, seigala pungutan pajak harus beirdasarkan undang-undang. 

Sisteim pe imungutan pajak dapat dibagi me injadi tiga sisteim yaitu seibagai beirikut: 

1. Oifficial Asseissme int Systeim 

Adalah suatu sisteim pe imungutan yang me imbe iri we iwe inang ke ipada peime irintah (fiskus) 

untuk me ine intukan beisarnya pajak yang te irutang oile ih Wajib Pajak. Dalam sisteim ini, inisiatif seirta 

keigiatan me inghitung dan me imungut pajak seipe inuhnya be irada ditangan para aparatur peirpajakan. 

Deingan de imikian, beirhasilatau tidaknya pe ilaksanaan pe imungutan pajak banyak te irgantung pada 

aparatur peirpajakan (peiranan doiminan ada pada peiraturan peirpajakan). 

 

2. Se ilf Asseissme int Systeim 

Adalah suatu sisteim pe imungutan pajak yang me imbe iri we iwe inang ke ipada Wajib Pajak untuk 

meine intukan seindiri beisarnya pajak yang te irutang: 

a. Weiwe inang untuk me ine intukan be isarnya pajak teirutang ada pada Wajib Pajak se indiri. 

b. Wajib Pajak aktif, mulai dari me inghitung, me inye itoir dan me ilapoirkan seindiri pajak 

yang te irutang. 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya me ingawasi. 

3. With Hoilding Systeim 

Adalah suatu sisteim pe imungutan pajak yang me imbe iri weiwe inang ke ipada pihak ke itiga 

(bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang be irsangkutan) untuk me ine intukan be isarnya pajak yang 

teirutang oile ih Wajib Pajak.Weiwe inang me ine intukan beisarnya pajak yang te irutang ada pada pihak 

keitiga, pihak seilain fiskus dan Wajib pajak. 

 

B. Jeinis – Jeinis Keipatuhan Wajib Pajak 

Meinurut (Poihan, 2014) ke ipatuhan pajak adalah suatu iklim ke ipatuhan dan ke isadaran 

peime inuhan ke iwajiban peirpajakan yang teirceirmin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan 

beirusaha untuk me imahami seimua ke ite intuan peiraturan peirundang–undangan peirpajakan, me ingisi 

https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/awl
mailto:editor.jurnalwidya@gmail.com
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

Jurnal Widya 
Volume 5, Nomor 1, April 2024: halaman 251-264 
https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/awl 
editor.jurnalwidya@gmail.com                                                                                              

P-ISSN: 2746-5411 

E-ISSN: 2807-5528 

 

 

 
JURNAL WIDYA This work is licensed under a Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 

256 

 

foirmulir pajak deingan le ingkap dan jeilas, me inghitung jumlah pajak yang te irutang de ingan beinar dan 

meimbayar pajak teipat pada waktunya. Ada dua jeinis ke ipatuhan yaitu ke ipatuhan foirmal dan 

keipatuhan mateiril: 

1. Keipatuhan foirmal adalah suatu ke iadaan dimana wajib pajak me ime inuhi ke iwajiban 

seicara foirmal se isuai deingan ke iteintuan dalam undang-undang peirpajakan. 

2. Keipatuhan mateiril adalah suatu ke iadaan dimana wajib pajak se icara substansif atau 

hakikatnya me ime inuhi seimua ke ite intuan mateirial pe irpajakan, yakni seisuai undang-

undang. 

Se idangkan me inurut Fideil (2010) me indeifinisikan wajib pajak patuh adalah wajib pajak 

yang diteitapkan oileih Direiktur Jeindeiral Pajak seibagai wajib pajak yang me ime inuhi kriteiria teirteintu, 

yaitu antara lain: 

1.  Teipat waktu dalam me inyampaikan Surat Peimbe iritahuan, me iliputi: 

a.Pe inyampaian Surat Peimbe iritahuan Tahunan teipat waktudalam 3 (tiga) tahun teirakhir. 

b.Peinyampaian Surat Peimbe iritahuan Masa yang te irlambatdalam tahun teirakhir untuk masa 

Pajak Januari sampai Noive imbe ir tidak leibih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk seitiap jeinis 

pajak dan tidak beirturut-turut. 

c.Surat Peimbe iritahuan Masa yang teirlambat seibagaimana dimaksud pada butir b teilah 

disampaikan tidak leiwat dari batas waktu peinyampaian Surat Peimbe iritahuan Masapajak 

be irikutnya. 

2. Tidak me impunyai tunggakan pajak untuk se imua jeinis pajak, ke icuali tunggakan pajak yang 

teilah me impe iroileih izin untuk me ingangsur atau me inunda peimbayaran pajak, me iliputi ke iadaan 

pada 31 Deiseimbe ir tahun se ibeilum pe ineitapan seibagaiWajib Pajak Patuh dan tidak teirmasuk 

utang pajak yang be ilum me ileiwati batas akhir peilunasan. 

3. Tidak peirnah dipidana kare ina me ilakukan tindak pidana di bagian peirpajakan beirdasarkan 

putusan peingadilan yang teilah me impunyai ke ikuatan hukum te itap dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahun teirakhir. 

 

C. Pajak Peinghasilan Pasal 22 

Pajak Pe inghasilan Pasal 22 atau disingkat PPh Pasal 22 adalah salah satu be intuk 

peimoitoingan dan peimungutan Pajak Peinghasilan yang dilakukan oileih Pihak lain teirhadap Wajib 

Pajak. Meinurut Undang- Undang Pajak Peinghasilan (PPh) Noimoir 36 Tahun 2008, “Pajak 

Peinghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah beintuk poimoitoingan atau peimungutan pajak yang 

dilakukan satu pihak teirhadap Wajib Pajak yangbe irkaitan deingan ke igiatan peirdagangan barang”. 

Pajak Peinghasilan Pasal 22 adalah Pajak yang dipungut oileih beindaharawan pe ime irintah 

baik peime irintah pusat maupun peime irintah daeirah, instansi atau leimbaga pe ime irintah dan leimbaga- 

leimbaga ne igara lainnya be irke inaan deingan pe imbayaran atas peinye irahan barang, dan badan-badan 

teirteintu baik badan peime irintah maupun swasta beirke inaan deingan ke igiatan di bidang impoir atau 

keigiatan usaha di bidang lain (Salim & Hae iruddin, 2019). 

D. Oibjeik Pajak Peinghasilan Pasal 22 

Be irdasarkan Keiputusan Me inteiri Keiuangan Noimoir 16/PMK.010/2016,yang me injadi oibjeik PPh 

Pasal 22 dapat disimpulkan seibagai beirikut (Seitiadi, 2022), yaitu: 

1. Impoir barang 

2. Pe imbayaran atas pe inye irahan hasil proiduksi atau barang 

Be irdasarkan Peiraturan Me inteiri Keiuangan Noimoir 16/PMK01/2016 yang dike icualikan dari 

peimungutan pajak peinghasilan: 

1. Impoir barang dan/atau peinye irahan barang yang be irdasarkan keite intuan peiraturan pe irundang-

undangan tidak teirutangPajak Pe inghasilan. 
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2. Impoir barang yang dibeibaskan dari pungutan Beia Masuk dan/atau Pajak Peirtambahan Nilai 

3.  Impoir se ime intara, jika pada waktu impoirnya nyata-nyata dimaksudkan untuk dieikspoir 

ke imbali. 

4. Impoir ke imbali (rei-impoir), yang me iliputi barang-barang yangte ilah dieikspoir ke imudian 

diimpoir keimbali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang te ilah dieikspoir untuk 

ke ipe irluan peirbaikan, peinge irjaan dan peingujian, yang te ilah me ime inuhi syarat yang diteintukan 

oileih Direiktoirat Jeindeiral Beia dan Cukai. 

5. Pe imbayaran yang dilakukan oileih peimungut pajak beirke inaan deingan pajak: 

pasal 1 ayat (1) huruf ei. 

6. Impoir e imas batangan yang akan diproiseis untuk me inghasilkan barang pe irhiasan dari eimas 

untuk tujuan eikspo ir. 

7. Pe imbayaran untuk peimbe ilian barang seihubungan deingan pe inggunaan dan dana Bantuan 

Oipe irasioinal seikoilah (BOiS). 

8. Pe injualan keindaraan beirmoitoir didalam ne ige iri yang dilakukan industri oito imoitif, Age in 

Tunggal Peime igang Me ireik (ATPM), Age in Pe ime igang Me ire ik (APM), dan impoirtir umum 

ke indaraan beirmoitoir, yang te ilah dike inai peimungutan Pajak peinghasilan be irdasarkan 

ke ite intuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Undang Noimoir 7 Tahun 1983 teintang Pajak 

pe inghasilan seibagaimana te ilah beibe irapa kalidiubah teirakhir deingan Undang-Undang Noimoir 

36 Tahun 2008 dan peiraturanpeilaksanaannya. 

9. Pe injualan eimas batangan oileih badan usaha yang me improiduksi eimas batangan seibagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf kke ipada Bank Indoineisia. 

10. Pe imbe ilian gabah dan/atau beiras oile ih beindahara peime irintah (Kuasa Peingguna Anggaran, 

pe ijabat peineirbit Surat Peirintah Meimbayar yang dibe iri deileigasi oileih Kuasa 

Pe inggunaAnggaran, atau be indaharapeinge iluaran. 

11. Pe imbe ilian gabah dan/atau beiras oileih Pe irusahaan Umum Badan Urusan loigistik (peirum 

BULOiG). 

 

E. Pe imungut Pajak Peinghasilan Pasal 22 

Be irdasarkan PMK Noimoir 16/PMK.010/2016 Pasal 1 ayat 1 yangme injadi peimungut pajak 

peinghasilan pasal 22 adalah : 

1. Bank De ivisa dan Direiktoirat Jeindeiral Beia dan Cukai atas : 

a. Impoir barang, dan 

b. Eikspoir koimoiditas tambang batubara, mine iral loigam danmine iral bukan loigam yang dilakukan 

oileih e ikpoirtir, ke icuali yang dilakukan oile ih Wajib Pajak yang te irikat dalam pe irjanjian 

ke irjasama peingusahaan peirtambangan dan Kointrak Karya. 

2. Be indahara peime irintah dan Kuasa Peingguna Anggaran (KPA) seibagai peimungut pajak pada 

Pe ime irintah Pusat, Peime irintah Daeirah, Instansi atau le imbaga pe ime irintah dan leimbaga ne igara 

lainnya beirke inaan deingan pe imbayaran atas peimbe ilianbarang. 

3. Be indahara peinge iluaran beirke inaan deingan pe imbayaran ataspeimbe ilian barang yang dilakukan 

de ingan me ikanisme i uang pe irseidiaan (UP). 

4. Kuasa Peingguna Anggaran (KPA) atau peijabat peineirbit Surat Peirintah Meimbayar yang dibeiri 

de ileigasi oileih Kuasa Peingguna Anggaran (KPA), beirke inaan deingan pe imbayaran atas peimbe ilian 

barang ke ipada pihak ke itiga yang dilakukan de ingan me ikanisme i pe imbayaran langsung (LS). 

5. Badan usaha teirteintu me iliputi : 

a. Badan Usaha Milik Ne igara, yaitu badan usaha yangseiluruh atau seibagian beisar moidalnya 

dimiliki oileih neigara me ilalui peinye irtaan seicara langsung yang be irasal dari keikayaan neigara 
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yang dipisahkan. 

b. Badan Usaha Milik Neigara yang dilakukan reistrukturisasi oileih Pe ime irintah seiteilah 

be irlakunya Pe iraturan Meinte iri ini, dan reistrukturisasi teirseibut dilakukan me ilalui pe ingalihan 

saham milik ne igara ke ipadaBadan Usaha Milik Ne igara lainnya, dan 

c. Badan usaha teirteintu yang dimilik seicara langsung oile ih Badan Usaha Milik Neigara 

d. Be irke inaan deingan peimbayaran atas peimbe ilian barang dan/atau bahan-bahan untuk ke ipe irluan 

ke igiatan usahanya. 

6. Badan usaha yang be irge irak dalam bidang usaha industriseime in, industri keirtas, industri baja, 

industri oitoimoitif, dan industri farmasi, atas peinjualan hasil proiduksinya ke ipada distributoir 

didalam ne ige iri. 

7. Age in Tunggal Pe ime igang Meireik (ATPM), Age in Pe ime igang Me ire ik (APM), dan impoirtirumum 

ke indaraan beirmo itoir, atas pe injualan ke indaraan beirmoitoir didalam ne ige iri. 

8.  Proidusein atau impo irtir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan peilumas, atas peinjualan bahan 

bakar minyak, bahan bakargas, dan peilumas.dan eikspoirtir yang be irge irak dalam se ictoir ke ihutanan, 

pe irke ibunan, peirtanian, peiteirnakan dan peirikanan atas pe imbe ilian bahan-bahan beirupa hasil 

ke ihutanan, peirke ibunan, peirtanian, peite irnakan dan peirikanan yang be ilum me ilalui proise is industri 

manufaktur, untuk ke ipe irluan industrinya atau eikspoirnya. 

F. Tarif Pajak Peinghasilan Pasal 22 

Be irdasarkan Peiraturan Meinteiri Keiuangan Noimoir 16/PMK.010/2016 beisarnya tarif Pajak 

Peinghasilan Pasal 22 yang diteitapkan seibagai beirikut (Se ilva, eit al, 2023): 

1.  Impoir Barang 

2.  Eikspoir koimoiditas tambang batubara, mine iral loigam danmine iral bukan loigam, se isuai uraian 

barang dan pois tarif/Harmoinize id Systeim (HS) se ibagimana te ircantum dalam Lampiran III ke icuali 

yang dilakukan oile ih Wajib Pajak yangte irikat dalam pe irjanjian ke irjasama pe ingusaha 

pe irtambangan dan Kointrak Karya 1,5% Nilai eikspoir yang te ircantum dalam PEiB. 

3. Peimbe ilian barang yang dananya beirasal dari APBN/D, teirmasuk pe imbe ilian yang dilakukan badan- 

badan yang ditunjuk seibagai peimungut 1,5% Harga peimbe ilian tidak teirmasuk PPN. 

4.  Peinjualan BBM jeinis pre imix, supeir TT, dan gas di dalam neige iri 

     5.  Peinjualan hasil proiduksi ke ipada distributoir dalam ne ige iri oileih badan usaha yang be irge irak dalam 

bidang usaha industri 

       6.    Peimbe ilian bahan-bahan be irupa hasil keihutanan, peirke ibunan, peirtanian, peirteirnakan, dan 

pe irikanan Tarif 0,25% Peimbe ilian tidak teirmasuk PPN. 

    7. Pe imbe ilian batubara, mine iral loigam dan mine iral bukan loigam daribadan atau oirang pribadi 

pe ime igang izin usaha peirtambangan oileih industri atau badan usaha Tarif 1,5% Pe imbe ilian tidak 

teirmasuk PPN. 

    8. Pe injualan eimas batangan oileihbadan usaha yang me improiduksi e imas batangan, teirmasuk badan 

usaha yang me improiduksi e imas batangan me ilalui pihak ke itiga Tarif 0,45% Harga jual eimas 

batangan. 

Be isarnya pungutan diatas yang diteitapkan teirhadap Wajib Pajakyang tidak me imiliki NPWP me injadi 

leibih tinggi 100% dari pada tarif yang diteitapkan teirhadap Wajib Pajak yang dapat me inunjukkan NPWP. 

G. Tata Cara Peimungutan, Pe inye itoiran, dan Peilapoiran PPh Pasal 22 

Meinurut Reismi (2012:282) peimungutan dan peinye itoiran PPh Pasal 22 dilakukan oileih dan deingan 

cara teirteintu beirdasar transaksi atau ke igiatan seibagai be irikut : 

1. Pe imungutan Pajak Pe inghasilan Pasal 22 atas impoir barang dilaksanakan deingan cara peinye itoiran 

oileih impoirtir yang be irsangkutan atau Direiktoirat Jeinde iral Beia dan Cukai ke i kas neigara me ilalui 

Kantoir Pois, bank deivisa, atau bank yang ditunjuk oileih Meinteiri Keiuangan. 

2. Pe imungutan Pajak Pe inghasilan Pasal 22 atas peimbe ilian barang oile ih Peimungut Pajak (beindahara 
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pe ime irintah, KPA, beindahara peinge iluaran, peijabat peine irbit SPM) wajib diseitoir oile ih peimungut ke i 

kas ne igara me ilalui Kantoir Pois, bank de ivisa, atau bank yang ditunjuk oileih Meinteiri Keiuangan, 

de ingan me inggunakan Surat Seitoiran Pajak yang te ilah diisi atas nama reikanan se irta ditandatangani 

oileih peimungut pajak 

3. Pe imungutan Pajak Pe inghasilan Pasal 22 atas peinjualan bahanbakar minyak, gas dan peilumas, dan 

pe injualan hasil proiduksiindustri seime in, industri ke irtas, industri baja dan industry oitoimoitif, 

wajibdiseitoir oileih peimungut kei kas neigara me ilalui kantoir pois, bank deivisa, atau bank yang 

ditunjuk oile ih Meinteiri Keiuangan de ingan me inggunakan Surat Seitoiran Pajak 

4. Pe imungutan Pajak Pe inghasilan Pasal 22 atas peimbe ilian bahan-bahan usaha industri atau eikspoirtir 

yang be irge irak dalam se iktoir ke ihutanan, peirke ibunan, pe irtanian, dan peirikanan wajib diseitoir oile ih 

pe imungut ke i kas ne igara me ilalui kantoir pois, bank deivisa, atau bank yang ditunjuk oile ih Meinteiri 

Keiuangan deingan me inggunakan Surat Seitoiran Pajak  

5. Pe inye itoiran Pajak Pe inghasilan Pasal 22 oileih impoirtir, Direiktoirat Jeindeiral Beia dan Cukai dan 

Pe imungut Pajak seibagaimana pada noimoir 2, 3, dan 4 bagian “Peimungut Pajak” (yaitu beindahara 

pe ime irintah, KPA, beindahra peinge iluaran, peijabat peine irbit SPM) me inggunakan foirmulir Surat 

Se itoiran Pajak yang be irlaku seibagai Bukti PeimungutanPajak 

6.  Peimungut pajak seibagaimana pada noimoir 5, 6, dan 7 bagian “Peimungut Pajak” (yaitu badan 

usaha yang be irge irak dalam bidang usaha teirteintu; proidusein atau impoirtir bahan bakar minyak, gas 

dan peilumas; industri dan eikspoirtrir yang be irge irak dalam se iktoirke ihutanan, peirke ibunan, peirtanian, 

dan peirikanan) wajib me ineirbitkan Bukti Pumungutan Pajak Peinghasilan Pasal 22. 

a. Leimbar ke i satu untuk Wajib Pajak (peimbe ili/peidagang) 

b.Leimbar ke idua seibagai lampiran lapoiran bulanan keipada Kantoir Peilayanan Pajak (dilampirkan 

pada Surat Peimbe iritahuan Masa PPh Pasal 22); dan 

c.Le imbar ke itiga seibagai arsip peimungut pajak yang be irsangkutan. 

7. Se itiap peimungut pajak wajib me ilapoirkan hasil peimungutannya deingan me inggunakan Surat 

Pe imbe iritahuan Masa ke i Kantoir Peilayanan Pajak. 

Pe ilapoiran Pajak Peinghasilan Pasal 22 dilakukan deingan me inggunakan SPT Masa PPh Pasal 22 dan 

Peinye itoiran PPh Pasal 22 yangdipungut dilakukan deingan me inggunakan Surat Se itoiran Pajak (SSP) ke i 

kantoir pois atau bank pe irseipsi deingan ke iteintuan. 

 

3. Meitoidei Peineilitian 
Pe ineilitian ini me inggunakan me itoide i kualitatif dalam pe ine ilitiannya Pe imilihan me itoide i 

kualitatif dikareinakan peirmasalahan masih beilum je ilas atau keikurangan data yang me imadai 

teintang peirmasalahan yang diteiliti, oileih kareina itu peine iliti langsung teirjun ke ilapangan untuk 

meinye ilidiki oibjeik pe ine ilitian. Foikus pada tujuan peineilitian peine irapan peirhitungan pajak PPh  pasal 

22 di PT. Ayu Bumi Se ijati.Oibjeik pe ine ilitian ini adalah Karyawan PT.Ayu Bumi Se ijati.Pada 

peineilitian ini akan diteiliti proise is Analisis Akutansi pajak pe inghasilan (PPh) pasal 22. 

Jeinis peine ilitian yang digunakan dalam pe ineilitian ini adalah deiskriptif. Meinurut Cut Meidika 

(2018) Peine ilitian deiskriptif me irupakan me itoidei pe ine ilitian yang be irusaha me injeilaskan oibjeik atau 

subye ik yang dite iliti seicara oibjeiktif, dan beirtujuan me imbe irikan fakta seicara sisteimatis dan 

karakte iristik oibjeik seirta jumlah yang diteiliti seicara te ipat. Untuk me impe iroileih data dan infoirmasi 

yang dipe irlukan maka pe inulis me ilakukan peine ilitian pada PT.Ayu Bumi Se ijati yaitu deingan sumbe ir 

data dan infoirmasi yang dipe iroileih dari karyawan Peirpajakan. 

Trianggulasi teiknik me irupakan tahap me imbandingkan dan me inge ice ik ke imbali infoirmasi atau 

data yang teilah dipeiroileih de ingan me inggunakan me itoide i peingumpulan data yang be irbeida (Ulfatin, 

2015:279). Data dipeiroileih de ingan me inggunakan te iknik oibse irvasi, wawancara dan doikume intasi 
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agar data yang dipeiroileihleibih akurat. Meitoide i Analisis data yang digunakan pe ine iliti adalah analisis 

data NVivoi de ingan Soiftwarei NVivoi 11 Plus.Soiftwarei NVivoi 11 Plus me irupakan pe irangkat lunak 

Qualitavei Data Analisis (QDA) yang diproiduksi oile ih QSR Inte irnasioinal. Soiftwarei NVivoi di 

rancang de ingan beibagai fitur inti dan digunakan untuk me inge irjakan seibuah proiye ik proiye ik 

peineilitian kualitatif deingan sumbe ir beirbasis teiks (QSR Inte irnasioinal,2018) 

 

4. Hasil dan Peimbahasan  
A. Pembahasan Masalah Penerapan Akutansi Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 

PT. Ayu Bumi Se ijati Labuhan Deili beirdasarkan Undang – Undang Noimoir 36 tahun 2008 

teintang pajak peinghasilan PPh pasal 22, me irupakan be intuk peimoitoingan atau pe imungutan pajak 

yang dilakukan satu pihak te irhadap wajib pajak dan beirkaitan deingan ke igiatan peirdagangan 

barang. Beirdasarkan data lapoiran peineilitian ini dapat disimpulkan bahwa peirusahaan ini beilum 

meime inuhi ke iwajiban pajaknya dalam me ilakukan ke igiatan eikspoir teirseibut. Dike itahui bahwa 

keitidak pe ime inuhan peimbayaran pajak ini kareina peirusahaan tidak me ingikuti aturan yang te ilah 

diteitapkan dalam pe imbayaran tarif PPh pasal 22 

 

 

 

Tabel 1. Rekapitulasi Penyetoran Pajak Penghasilan PT.Ayu Bumi Sejati 

 

 

Tahun 

 

Dasar Pengenaan 

Pajak (DPP) 

Tarif 

Ekspor 

(PPh Pasal 22) 

 

Nominal 

2018 5.115.997.026 10% 551.559.702 

2019 5.129.818.354 10% 512.981.835 

2020 4.236.293.074 10% 423.629.307 

2021 4.123.014.958 11% 453.531.645 

2022 8.306.964.449 11% 913.766.086 

 

Dari tablei  diatas dapat dilihat bahwa peirusahaan beilum me ime inuhi tarif seisuai deingan aturan 

peime irintah. Pada tahun 2018 sampai deingan 2020 peirushaan me inggunakan tarif seibe isar 10% dan 

pada tahun 2021 sampai deingan tahun 2022 peirusahaan me inggunakan tarif 11%. Pe irusahaan beilum 

meingikuti aturan peirintah, me inurut peiraturan undang undang pe irpajakan Noimoir 36 Tahun 2008 

tarif yang digunakan seibe isar 1,5% maka dari itu Peirusahaan me ilakukan pe imungutan atas dasar 

peinge inaan pajak se ibeisar Rp.124.604.466, hal ini teirjadikareina adanya ke itidakse isuaian deingan 

keite intuan aturan peime irintah. Pada Peirusahaan PT. Ayu Bumi Se ijati masih me inggunakan tarif 

seibe isar 11% seidangkan pada undang-undang me inyatakan dasar peinge inaan pajak dike inakan tarif 

seibe isar 1,5%. Kareina PT. Ayu Bumi Se ijati Meimiliki pe iraturan pada peirusahaan seindiri yang sudah 

di teitapkan. 

Hasil wawancara dari narasumbe ir bapak Muhammad Arif me injeilaskan bahwa pe ineirapan 

akutansi pajak pe inghasilan PPh pasal 22 peirusahaan be ilum me ingikuti proise idur dari aturan 

peime irintah .PPh pasal 22 me irupakan salah satu be intuk peimoitoingan dan pe imungutan pajak 

peinghasilan yang dilakukan oile ih pihak lain teirhadap wajib pajak. Meinurut undang undang pajak 

peinghasilan (PPh) pasal 22 Noimoir 36 Tahun 2008,”Pajak peinghasilan PPh pasal 22 adalah beintuk 

peimoitoingan atau peimungutan pajak yang dilakukan satu pihak teirhadap wajib pajak yang be irkaitan 

deingan peirdagangan barang” (Zakaria, 2018). 
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Pe ineilitian ini seijalan deingan peine ilitian yang dite imukan oileih Fatimah (2019) yang 

meinyimpulkan bahwa pe irhitungan PPh pasal 22 beilum se isuai beirdasarkan peiraturan peime irintah 

yang be ilaku. Dan dalam pe ineilitian ini dapat disimpulkan bahwa PT. Ayu Bumi Seijati Labuhan 

Deili juga beilum me ine irapkan peirhitungan PPh pasal 22 yang se isuai deingan peiraturan peime irintah. 

Hal ini dikareinakan peirusahaan masih me ingikuti peiraturannya seindiri. 

Dan pe ineilitian yang tidak se ijalan deingan pe ineilitian ini diteimukan oile ih Bala (2018) yang 

meinyimpulkan bahwa peine irapan pada PT Autoi Makmur Mandiri eilah seisuai deingan peiraturan 

peirundang-undangan pajak yang be irlaku yaitu UU No i 42 Tahun 2009. Dan leibih me ingutamakan 

PT Makmur Autoi Mandiri me ilakukan peimungutan dan me inye itoirkan pungutan teirseibut teipat 

waktu. 

Maka dapat disimpulkan dari hasil peineilitian ini be ilum adanya ke ise isuain dalam pe ine irapan 

akutansi pajak peinghasilan me inurut peiraturan peime irintah. 

B. Pembahasan Kendala Dalam Penerapan Akutansi Pajak Penghasilan PPh 

Pasal 22 

Adapun ke indala yang dihadapi dalam pe ineirapan akutansi pajak peinghasilan PPh pasal 22 

pada PT. Ayu Bumi Se ijati Labuhan Deili dapat disimpulkan bahwa adanya ke itidakse isuain dalam 

meilakukan pe irhitungan PPh pasal 22. Seiharusnya me inurut peiraturan Undang Undang Pe irpajakan 

Tarif yang digunakan adalah seibe isar 1,5% dari nilai oibjeik pajak. Namun, be irdasarkan 

peirbandingan dari nilai peirusahaan ke ipada nilai Undang Undang Pe irpajakan. 

 

Tabel 2 Rekapitulasi Penyetoran Pajak Penghasilan PPh 22   Berdasarkan Undang Undang  

Perpajakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabeil di atas dapat dijeilaskan bahwa peinye itoiran Pajak pe inghasilan PPh Pasal 22 

meinurut Undang Undang pe irpajakan dike inakan tarif se ibsar 1,5%. Teitapi peirusahaan PT Ayu Bumi 

Seijati Masih me inggunakan tarif 10%-11%. Maka dari itu jeilas teirlihat pe irbeidaan beisaran 

peimoitoingan be irdasarkan Undang-Undang Pe irpajakan de ingan be isaran peimoitoingan yang dilakukan 

oileih PT. Ayu Bumi Se ijati Labuhan Deili . Kareina PT Ayu Bumi Se ijati me imiliki peiraturan 

peirusahaan seindiri oile ih seibab itu peirusahaan tidak me ingikuti aturan peime irintah. 

Hasil wawancara dari narasumbe ir Bapak Muhammad Jeifri me injeilaskan bawa pe ineirapan 

akuntansi pajak peinghasilan PPh pasal 22 yang me ilakukan ke igiatan eikspoir akan teitapi tariff yang 

beirlaku pada peirusahaan tidak seisuai deingan aturan peime irintah. Pajak peinghasilan 22 atau 

disingkat PPh pasal 22 adalah salah satu beintuk pe imoitoingan pajak pe inghasilan yang dilakukan 

oileih pihak lain teirhadap Wajib Pajak. Meinurut Undang Undang Pajak Pe inghasilan Noimoir 36 

Tahun 2008 “ Pajak Pe inghasilan Pasal 22 adalah beintuk pe imoitoingan atau peimungutan pajak yang 

dilakukan satu pihak teirhadap Wajib Pajak yang be irkaitan deingan ke igiatan peirdagangan barang “ 

 

Tahun 

 

Dasar Pengenaan 

Pajak (DPP) 

Tarif 

Ekspor 

(PPh Pasal 

22) 

 

Nominal 

2018 5.115.997.026 1,5% 76.739.955 

2019 5.129.818.354 1,5% 76.947.275 

2020 4.236.293.074 1,5% 63.544.396 

2021 4.123.014.958 1,5% 61.845.224 

2022 8.306.964.449 1,5% 124.604.466 
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(Seitiadi, 2022). 

Hasil wawancara dari narasumbe ir bapak Muhammad jeifri me injeilaskan bahwa hal yang 

meimpe ingaruhi peirusahaan dalam peine irapan akutansi pajak peinghasilan PPh pasal 22 yaitu deingan 

meilakukan ke igiatan eikpo ir akan dike inakan tariff yang be irlaku pada peirusahaan tidak se isuai deingan 

aturan peime irintah. Dalam wawancara deingan Bapak Muhammad Arif juga me inyatakan “Dalam 

meilakukan pe inge ikspoiran pe irusahaan akan dikeinakan tarif seisuai pajak yang dimana beirtujuan 

peimbayaran ke i beiacukai dalam me ilakukan ke igiatan eikspoir. Seihingga hal teirseibut dike inakan tarif 

pajak seisuai aturan peirusahaan”. 

Pada peineilitian seijalan yang dilakukan oile ih Nita Mustika (2022) yang me inyimpulkan bahwa 

keindala yang dihadapi oileih PT. Ayu Bumi Se ijati yaitu sama sama be ilum me ijalankan peimbukuan 

deingan beinar. Seiharusnya peirusahaan leibih me iningkatkan pe inge itahuan teintang tarif pajak 

peinghasilan PPh pasal 22. 

Be irdasarkan peine ilitian yang tidak seijalan diteimukan oile ih Bala,,eit al (2018) yaitu dalam 

meilakukan peine ilitian ini me ineimukan bahwa peirusahaan sudah seisuai seipeirti undang undang yang 

beirlaku. 

Maka hasil peineilitian ini dapat disimpulkan bahwa seitiap me ilakukan pe inge ikspoiran barang 

peirusahaan akan dikeinakan pajak seisuai tarif yang teilah diteintukan oile ih pihak pe irusahaan. 

 

C. Pembahasan Upaya Penerapan Akutansi Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 

Meingide intifikasikan upaya yang dilakukan PT.Ayu Bumi Se ijati Labuhan Deili dalam pe ineirapan 

akuntansi pajak peinghasilan PPh pasal 22 yaitu: 

1. Pe iningkatan peinge itahuan dalam pe ineirapan akutansi pajak peinghasilan PPh pasal 22. 

Untuk me ilakukan pe iningkatan dalam pe inge itahuan peine irapan PPh pasal 22 peirusahaan harus 

leibih soisialisasi teirhadap lingkungan pe irusahaan, agar peirusahaan bisa leibih me inge itahui teintang 

sisteim pe ine irapan PPh pasal 22. Maka dari itu peirusahaan harus me ilakukan peirteimuan atau me ie iting 

seitiap minggunya, agar dapat me iningkatkan lagi teintang pe imbayaran tarif pajak yang be irlaku. 

bapak Muhammad Arif me injeilaskan bahwa upaya yang dilakukan oileih peirusahaan 

peiningkatan dalam pe inge itahuan sisteim pe irpajakan yang be irlaku seitiap tahunnya. Danjuga 

peirusahaan leibih baik dalam me ine irapkan pajak peinghasilan PPh pasal 22 atas ke igiatan eikspoir. 

Peineilitian ini seijalan deingan upaya yang dilakukan oileih Waei Eit Al (2019) yang me inyatakan upaya 

yang dilakukan dalam pe ineirapan pajak pe inghasilan PPh 22 yaitu deingan me iningkatkan 

peinge itahuan dalam pe ineirapan akuntansi pajak pe inghasilan pasal 22 . 

Maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan oile ih PT Ayu Bumi Se ijati dalam 

meilakukan pe ineirapan akuntansi pajak peinghasilan PPh pasal 22 yaitu deingan me iningkatkan 

peinge itahuan dalam pe ineirapan akuntansi pajak pe inghasilan PPh pasal 22. 

2. Pe irusahaan bisa leibih baik dalam me injalankan pe ineirapan akutansi pajak pe inghasilan PPh 

pasal 22 

Dalam me ilakukan ke igiatan eikspoir peirusahaan harus leibih me ingtahui bagaimana me ilakukan 

peinyusunan me inge inai pajak pe inghasilan PPh pasal 22 yang akan dibayar. Pe ineirapan yang 

baikakan dapat me inghasilkan peimbayaran PPh deingan leibih heimat dari yang seiharusnya. 

Beirdasarkan wawancara de ingan narasumbe ir Bapak Muhammad Jeifri yang me ingatakan “Upaya 

yang dapat dilakukan pe irusahaan dalam hal ini yaitu pe irusahaan bisa leibih baik dalam me injalankan 

peineirapan akuntansi pajak PPh pasal22 nya”. 

Pe ineilitian ini seijalan deingan peineilitian yang dilakukan oileih Salaki (2020) yang me inyatakan 

bahwa peirusahaan dapat leibih me iningkatkan lagi pe ineirapan akuntansi PPh pasal 22 untuk 

meiningkatkan sisteim pe irpajakan pada peirusahaan. Dan dalam pe ine ilitian ini diteimukan bahawa PT. 

Ayu Bumi Se ijati harus me ilakukan upaya de ingan me iningkatkan pe ine irapan sisteim pe irpajakannya 
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pada peirusahaan untuk me ilakukan pe ine irapan akuntansi PPh pasal 22 di PT. Ayu Bumi Se ijati. 

Maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam me ilakukan pe ineirapan pada 

PT. Bumi Ayu Se ijati deingan me ilakukan pe iningkatan pe ineirapan PPh pasal 22 yang ada pada 

peirusahaan. 

 

 

5. Keisimpulan 
Be irdasarkan hasil peineilitian dan peimbahasan yang teilah diuraikan seibeilumnya, maka dapat 

disimpulkan se ibagai beirikut: 

1. PT. Ayu Bumi Seijati Labuhan deili beilum me injalankan peimbukan de ingan beinardan 

pe irusahaan juga beilum me ingoiptimalkan pe ineirapan akutansi pajak peinghasilan PPh pasal 

22. 

2.  Ayu Bumi Se ijati seitiap me ilakukan pe inge ikspoiran barang peirusahaan akan dike inakan pajak 

seisuai tarif yang teilah diteintukan oile ih pihak peirusahaan. 

3.  Upaya yang dilakukan PT Ayu Bumi Seijati dalam peine irapan pajak peinghasilan PPh pasal 

22 yaitu peiningkatan dalam pe inge itahuan peine irapan PPh pasal 22 dan peirusahaan harus 

leibih baik dalam me injalankan peineirapan PPh pasal 22. 
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